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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Catcalling dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi terhadap perempuan yang 

termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender berdasarkan CEDAW, hal tersebut 

dikarenakan perbuatan catcalling merupakan pelecehan seksual yang sebagaimana 

termasuk bagian dari kekerasan seksual yang telah menimbulkan kerugian secara 

mental terhadap perempuan dan perbuatan kekerasan tersebut secara langsung 

ditujukkan kepada seorang perempuan karena didorong oleh adanya ketidaksetaraan 

gender yang menimbulkan anggapan perempuan dapat dijadikan objek seksual, 

sehingga menunjukkan terjadinya perbuatan kekerasan tersebut karena didasari 

adanya ketimpangan peran gender yang pada akhirnya menciderai hak asasi 

perempuan. 

2. Kendala dalam penerapan pengaturan terkait perlindungan terhadap perempuan 

korban catcalling di Indonesia terbagi menjadi dua yakni secara internal dan 

eksternal. Kendala internal bersumber dari dalam diri korban yang meliputi 

keengganan, perasaan takut, malu untuk melaporkan ke pihak penegak hukum, serta 

kesulitan dalam melakukan pembuktian. Kendala eksternal bersumber dari luar diri 

korban, yakni yang pertama kurangnya pemahaman mengenai perbuatan catcalling 

sebagai bentuk pelecehan seksual dalam lingkungan masyarakat sehingga masih 

menimbulkan pewajaran dan penormalan atas perbuatan tersebut, lalu kemudian 

terkait dengan masih lemahnya regulasi yang ada saat ini, yakni diantaranya KUHP, 

UU TPKS, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dalam memberikan kepastian hukum 

bagi perbuatan catcalling di Indonesia. 

3. Perlindungan hukum bagi para korban catcalling demi tercapainya keadilan yakni 

untuk dapat memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. 

CEDAW menekankan adanya bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat 

dilakukan dengan menerapkan pendekatan korektif yang mengakui adanya 

perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan demi mencapai sebuah kesetaraan 

terhadap perempuan harus melalui proses yang berbeda yakni dengan menciptakan 
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lingkungan yang kondusif bagi perempuan, dengan menyediakan fasilitas di ruang 

publik serta mempermudah akses terhadap layanan keamanan seperti pos keamanan 

dan call center pengaduan kekerasan seksual, lalu kemudian upaya yang tidak kalah 

penting adalah melakukan sosialiasi mengenai kekerasan seksual, peran dan status 

laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.  

Perlindungan hukum represif untuk perbuatan catcalling dapat dilakukan dengan 

ketentuan UU TPKS khususnya yang terdapat pada Pasal 5 UU TPKS, walaupun 

perbuatan catcalling belum ditulis secara detil dan jelas dalam UU TPKS, namun 

dikarenakan perbuatan pelecehan seksual catcalling dilakukan tanpa melibatkan 

adanya kontak fisik sehingga catcalling dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan 

seksual non-fisik sesuai ketentuan pasal 5 UU TPKS. 

5.2 Saran 

1. Adanya kekosongan norma hukum terhadap perbuatan catcalling diharapkan dapat 

dilakukannya kebijakan legislasi dalam rangka membentuk peraturan hukum secara 

tertulis dengan tepat untuk mengatur perbuatan catcalling sebagaimana perbuatan 

tersebut termasuk bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan atas perbuatan yang 

diskriminatif itu perlu diatur melalui perangkat hukum sebagai bentuk kebijaksanaan 

dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 

2. Aspek penting yang harus diakomodir pemerintah dalam rangka menghadapi 

kendala penegakan hukum terhadap perbuatan catcalling yakni reevaluasi terhadap 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengatur perluasan dan 

rincian pelecehan seksual non-fisik yang mencakup perbuatan-perbuatan catcalling 

di dalamnya, sehingga mampu mengoptimalkan pertanggung jawaban tindak pidana 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku (catcaller) dan dapat menerapkan 

sarana lain yang jauh lebih efektif dengan mengupayakan penyuluhan terhadap 

seluruh lapisan masyarakat mengenai perbuatan catcalling adalah tindakan 

diskriminasi terhadap perempuan dan melanggar HAM. 

3. Perlindungan hukum bagi korban catcalling haruslah menjadi fokus utama 

pemerintah dalam rangka penegakan hukum secara proporsional yakni melalui upaya 

preventif sehingga dapat memaksimalkan pemenuhan hak korban catcalling dan juga 
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melalui upaya represif dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku 

(catcaller) berupa sanksi pidana, denda sebagai ganti rugi, dalam rangka perwujudan 

keadilan bagi korban. 
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(Lampiran 1.1. Surat Keterangan Pelaksanaan Wawancara Narasumber Atas Nama 

Bambang, S.I., yang berasal dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung) 
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